
 

 
 

 
 
 
 

BUPATI BALANGAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  BALANGAN 

NOMOR 4 TAHUN 2025 
TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029 

      
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BALANGAN, 

Menimbang:  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; 

 
Mengingat:   1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 
 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 
 

SALINAN 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah. 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6402); 

 
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 
Nomor 12); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
 

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4             
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2024 Nomor 4); 
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12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 142); 
 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan 
Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Balangan Nomor 95); 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 
2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan 
Tahun 2023 Nomor 3; 

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 

2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. 
Balangan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Balangan Tahun 2024 Nomor 6); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BALANGAN 

dan 
BUPATI BALANGAN 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029. 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan  Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Balangan. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Balangan. 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur 
pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi 
Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan 
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 
Kabupaten Balangan. 

8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau 
Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah. 

9. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, 
termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang 
berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.  

10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, 
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.  

11. Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses 
penyusunan rencana pembangunan Daerah yang 
dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan 
selama periode 1 (satu) tahun. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun 
yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka 
panjang Daerah Kabupaten Balangan tahun 2025-2045. 

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun Kabupaten Balangan tahun 2025-2029. 

14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan Daerah Kabupaten Balangan untuk periode 

1 (satu) tahun. 

15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan yang 
selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Balangan adalah 
hasil perencanaan tata ruang wilayah yang memuat arahan 
kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah 
Kabupaten Balangan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.  

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
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17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

18. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan 
secara terus menerus dan terencana oleh seluruh 
komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.  

19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan.  

20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  

21. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus 
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 
pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan 
bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, 
mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan 
tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang 
akan datang.  

22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.  

23. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 
Pemerintah Pusat/Daerah untuk mewujudkan visi dan 
misi.  

24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) 
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk 
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan 
oleh SKPD.  

25. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara 
kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur 
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau 
darnpak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja 
suatu kegiatan.  

26. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu 
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 
kegiatan.  

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
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BAB II  

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 
 

Bagian Kesatu 
Maksud 

 
Pasal 2  

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah 

untuk memberikan arahan dan pedoman bagi pemerintah, 

swasta dan masyarakat dalam melakukan kegiatan 

pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati 

terpilih dengan arah pembangunan Daerah yang sistematis, 

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap 

perubahan. 

 
Bagian Kedua 

Tujuan 
 

Pasal 3  

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai: 

a. pedoman dalam menetapkan Strategi dan Kebijakan umum 
Pembangunan Daerah; 

b. pedoman perumusan Program prioritas Pembangunan 
Daerah; 

c. pedoman agar mekanisme perencanaan dan Pembangunan 
Daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan 
bersinergi sesuai dengan kondisi dan karekteristik Daerah; 

d. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam 
menentukan Program prioritas dan kegiatan pembangunan 
yang akan dibiayai oleh APBD setiap tahunnya;  

e. pedoman penyusunan Renstra PD, RKPD dan Renja PD; dan  
f. tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan 

kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah. 
 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

 
Pasal 4  

Ruang lingkup RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi: 

a. Visi; 

b. Misi; 

c. tujuan; 

d. sasaran; 

e. arah kebijakan;  

f. prioritas; dan 

g. program strategis  

 Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka 

pendanaan yang bersifat indikatif. 
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BAB III  

PENYUSUNAN RPJMD 
 

Pasal 5  

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan: 
a. penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati ke dalam 

Strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, 
program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan 
Daerah dengan berpedoman RPJPD Tahun 2025-2045 
dan memperhatikan RPJMN tahun 2025-2029 serta 
RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029; 
dan 

b. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah 
sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku 
Pembangunan Daerah dalam mewujudkan 
Pembangunan Daerah yang berkesinambungan. 

 
(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)  disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
a. pendahuluan; 
b. gambaran umum Daerah; 

c. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah; 
d. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah; dan 
e. penutup  

 
(3) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BAB IV  

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 6  

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. 
 

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

 
(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 
PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
perencanaan pembangunan Daerah 

 
(4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara 
berkala. 

 
 
 
 
 



- 8 - 

 

BAB V  

PERUBAHAN RPJMD 

 

Pasal 7  

(1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan 
apabila: 
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses 

perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara 
penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan substansi 
yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan/atau 

c. terjadi perubahan yang mendasar;  
d. merugikan kepentingan Nasional. 

 
(2) Perubahan yang mendasar pada perubahan RPJMD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup   
terjadinya: 
a. bencana alam; 

b. bencana nonalam; 
c. goncangan politik; 
d. krisis ekonomi; 
e. konflik sosial budaya; 
f. gangguan keamanan; 
g. pemekaran Daerah; atau 
h. perubahan kebijakan nasional. 
 

(3) Merugikan kepentingan Nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d adalah apabila RPJMD bertentangan 
dengan kebijakan nasional. 
 

Pasal 8  

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur 
dengan Peraturan Daerah.  

 
Pasal 9  

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian 

sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian 

sasaran akhir pembangunan jangka menengah dan perubahan 

target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB VI  

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 11 

(1) Setelah RPJMD Tahun 2025-2029 berakhir dan belum 

ditetapkan RPJMD baru periode berikutnya, maka 

penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, Renja 

Pemerintah dan/atau RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 

dan RPJMN. 
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(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pedoman penyusunan APBD tahun pertama periode 

pemerintahan Bupati terpilih berikutnya. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.  

 

 

   Ditetapkan di Paringin 

   pada tanggal 20 Agustus 2025 

         BUPATI BALANGAN       

 

 

Ttd 

 

 

          H. ABDUL HADI 

Diundangkan di Paringin 

pada tanggal 20 Agustus 2025 

Pj. SEKRETARIS  DAERAH 

KABUPATEN  BALANGAN, 

 

 

Ttd 

 

 

H. SUFRIANNOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 4 

NOREG (5-68/2025) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN   

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

  

KABAG. HUKUM SETDA 
KABUPATEN BALANGAN 

 
 

 
 

 

MUHAMMAD ROJI, SH 
NIP. 19830710 201001 1 020 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  

NOMOR 4 TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN BALANGANTAHUN 2025 – 2029 

 
I. UMUM 

 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah disusun 

perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem 
perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan amanat dari 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam 
menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan 
pembangunan. Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud, 
disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) 
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan 
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala Daerah yang 
penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, 
memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, 
kebijakan umum dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat 
indikatif. 

RPJMD Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode lima tahun setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati 
Balangan, yang dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, 
dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 
Kabupaten Balangan pada Tahun 2025–2029 yang harus dilaksanakan 
secara terarah, terintegrasi, berkelanjutan dan akuntabel. 

 

Penyusunannya RPJMD ini berpedoman pada RPJPD dan RTRW 
Daerah serta  memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi  Kalimantan 
Selatan, memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan Daerah, isu – 
isu strategis, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program 
pembangunan Daerah, indikator kinerja Daerah dari Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan 
disertai dengan rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif. 

RPJMD Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan 
Kabupaten Balangan untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk 
memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku 
pembangunan di Kabupaten Balangan dalam menyelenggarakan 
pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
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Ruang lingkup yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, dokumen RPJMD, serta 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur 
penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. RPJMD 
digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra-PD dan penyusunan RKPD 
serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. 

Dokumen RPJMD ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan 
RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan 
kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja 
dan pendanaan setiap tahunnya.  

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa 
RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 
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Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 164 

 


